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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 14 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam 

menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi 

pemberdayaan masyarakat, pesantren perlu diberi 

kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya 

oleh semua komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, pesantren merupakan lembaga yang berbasis 

masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, 

organisasi masyarakat islam dan/atau masyarakat yang 

keberadaannya perlu didukung dengan suatu pendanaan 

penyelenggaraan pesantren oleh Pemerintah Daerah melalui 

mekanisme hibah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota 

Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendanaan 

Penyelenggaraan Pesantren; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Ketjil dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan 

Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Tahun 

2021 Nomor 206); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3); 

11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 123) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 20); 

12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022 

tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 75); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG 

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2022 tentang 

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2022 Nomor 75), diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 8, ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren 

melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan 

penyelenggaraan Pesantren dalam fungsinya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3. 
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(3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dimasukan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

(4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diberikan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah, hanya terbatas pada pesantren yang telah 

memiliki badan hukum. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 23 Februari 2024 

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NURKHOLIS 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 23 Februari 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 14 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

  

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H. 
NIP. 19780608 200903 1 004 


